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DALJIM RAIVGKA PEITIITGKATAIT STATUS GIZI BALITA
DALAilI MTITDUI(UUG IMITIIITAS BALITA

DI KABUPATEII HALTIAIIERA BARAT
TAIITNT 2A24

Menimbang : a.

BUPATI TIALMAHERA BARAT,

bahwa salah satu penyebab angka kematian ihu dan anak yang
terjadi di Katrupaten Halmahera Barat diantaranya adalah penyakit
pada bayi dan Balita khususnya penyakit menular yang berakibat
pada gangguan pertumbuhan, kecacatan bahkan kematian dan
dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3i) pada penyakit polio dan
sesuai data Kementerian Kesehatan R.I" pada bulan November
2023 dan Maret 2a24 terkonfirmasi kasus Poliomyelitis di beberapa
daerah di Indonesia, sehingga diperlukan penanganan khusus dari
Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan status gizi balita
untuk mendukung iorunitas balita di Kabupaten Halmahera Rarat;
bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan tlan
Belanja Daerah huruf D angka 4 huruf d angka li dan 3) Lampiran
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 77 Tahun 2AZO tentang
Fedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 4 ayat
{2} huruf a dan huruf c Peraturan L3upati Haimahera Barat Nomor
1.tr Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tirlak
Terduga di Kabupaten Halrnahera Barat mengamanatkan trahrva
tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga {BTT] keperluan
rnendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka petra_r..anan
dasar masyarakat _yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan dan Pengeluaran Daerah yang berada diluar
kendali Pemerintah l)aerah rlan tidak dapat diprediksi sebelumnl.a
serta amana t peraturan perrrndang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tsupati tentang
Penetapan Belanja Tidak Terduga (BT:f) untuk Keperluan
Menclesak Pelayanan Dasar Diluar Kendali dan Tidak Dapat
Diprediksi sebelurnnya dalam Rangka Penanggulangan Kejaelian
Luar Biasa {KLB) Polio dan Peningkatan Status Gizi Ralita Dalam
Mendukung Imunitas Balita di Kabupaten Haimahera Barat Tahun
2424.

Undang-undang Nomor 6A Tahun 1q58 tentang penetapan
Undang-undang Nomor 23 Damrat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Sr.l,atantra Tingkat I Maluku menl'adi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bum dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah tliubah
dengan Undang-undang Nomor 6 'Iahun 2000;
Undangundang Nomor 1 thhun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten l{almahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timrir dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
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unrlang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara;
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan;
unrlang-undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan
Daerah;

g. undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

L Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Cizi;

1 1. Peraturan Pemerintah
Keuangarr Daerah;

Nomor 12 Tahun 2ALq tentang Pengelolaan

l2.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013
Nasional Percepatan Perbaik an Gizi;

tentang Gerakan

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A tentang
Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan Daerah;

l4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2414 tentang
Upaya Perbaikan Gizi;

15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2Ol4 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;

l6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor L4 Tahun 2Ol9 tentang
Peiaksanaan Teknis Surveilans Gizi Buruk;

l7.Peraturan lr{enteri i(esehataii i.iomor 29 Tahun 2019 tcntang
Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;

lS.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2417 tentang
Penyelenggaraan Imunisasi;

lg.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun '2419 tentang
Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;

20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 20i9 tentang
Penanggulangan Krisis Kesehatan;

2l.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

2A24 tentang

22.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor
2A23 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun

2A24 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Flalmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

24.Peraturan Bupati Haimahera Barat Nomor 1.8 Tahun 2022 tentang
pecloman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten
Halmahera Barat;

25.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 20'22 tentang
Percepatan Penurunan Stunting;

26.Peraturan Buoati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2A23 tentang
Perubahan Kieempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 10 Tahun '2A16 tentang struktur organisasi Ferangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

27.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2424 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten
Haiitahera BaIat Tahun Arrggaran 2024;

Memperhalikan : Surat Kepala Dir:as Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomcr:
B0o/1305 l20'24 tanggal 15 Agustus 2A24, perihal : Permohonan
Bantuan Dana Tidak Terduga {DTT)"
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Penetapan Belanja Tidak Terduga (BT',I') untuk Keperluan
Mendeiak Pelayanan Dasar Ditruar Kendali dan Tidak Dapat
Diprediksi Sebelumnya clalam Rangka Feningkatan Status Gizi

Balita Dalam Mendukung lmunitas Balita di Katrupaten Flalmahera
Rarat Tahun 2A24.

Teknis Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktuur

Kesatl, tliatur di bar,vah tanggung jawab penuh Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat rlengan tetap berpedoman

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kepala SKPD yang melaksanakan Belanja Tjdak Terduga {BTTi

untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud fliktum
Iiesatu, sesuai dengan tugas pokok tlan fungsinYa mengqiukan

Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga (BT:D kepada PPKD

selaku BUD rlengan tetap rnemperha.tikan kernampuan keuangas

I)aerah.
segaia biaya yang akan timbul sebagai akibat clitetapkann-v-a

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabutrlaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A'24.

Keputusan irri berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2? Agust-us

BUPATI

JA1VIES UAITG

Tembusana DisamPaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
'2. Ciubernur Maiuku Utara rli Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Per-w-akiian Maluku utara di Terrrate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. I{almahera Barat di Jailoio,
5" Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jriilolo'

Ass. Bid. Adm. Umurn

tiadis Kesehatan

Kabag Hukum & Orgs
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